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Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mutu pelayanan RSUD. Dr. Muhammad Zein
Painan perlu dikaitkan dengan sistem pembayaran yang efektif dan
efisien melalui INA-CBG’S;

bahwa dalam rangka Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RSUD. dr.
Muhammad Zein Painan, perlu adanya Tim Kendali Mutu dan Kendali
Biaya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b diatas, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya perlu ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat I Tanjung Jabung Dengan
Mcngubah  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tcntang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), scbagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keschatan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Keschatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomeor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015
Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan
Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [29/PMK.05/2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Painan;

Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-
PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan scbagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini
dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum
Daerah Dr, Muhammad Zein Painan

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
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1. Penanggungjawab  : Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan

2. Sekretaris : Surya Zeni Leli, SsiT
Sub Tim Kendali Mutu
Ketua . dr. Ike Rahayu, SpM
Anggota : dr. Kurniady, Sp.B
dr. Evi Sovianty, Sp.pK
Allafni, S.Kep
Ns.Zaiyar Efrita, M.Kep

Sri Mulyati, S.SiT
Ida Asnalida, S.Farm. Apt

Sub Tim Kendali Biaya

Ketua : Yanti Kusnita, SE

Anggota : Yulia Rahmi Dasrul, S.Farm, Apt
Bay Evon Karmila, S.SiT, MM
Darma Nelly, SE

dr. Yulivia Mutiara Adrian
Wira Fitri Ningsih, Amd. RM
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